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KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

Otonomi daerah merupakan kebebasan PemerintahD@&eenda) untuk
mengatur daerah sesuai dengan potensi dan kemarygogudimiliki. UU No 32
tahun 2004 tentanemerintah Daerahmemberikan definisi bahwa “Otonomi
daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daeabm untuk mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentimgasyarakat setempat
sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Tujuan pemberian otonomi daerah pada hakikatnyajuit&in untuk
memberikan kekuasaan dan kesempatan kepada daetkhnoenyelenggarakan
otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertangguagjaaulai dari perencanaan,
pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

Sedangkan desentralisasi menurut UU No 32 tahund 2@htang
Pemerintah Daeraladalah penyerahan wewenang pemerintahan olehrpeaie
kepada daerah otonom untuk mengatur dan menguwgarupemerintahan dalam
sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia’”. Deskgsdsi memberikan
langkah strategis dalam penentuan fiskal bagi Pefddaentralisasi fiskal adalah
pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekdasakewenangan untuk
pengambilan keputusan di bidang fiskal yang malipggpek penerimaan dan

aspek pengeluaran” (Litvack dan Seddon dalam H&007: 220).
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2.1.1 Pengelolaan Keuangan

Menurut Halim (2007: 24) bahwa Keuangan daerah tdajmartikan

sebagai semua hak dan kewajiiban yang dapat dorlagan uang, juga

segala sesuatu baik uang maupun barang yang diggdikah kekayaan
daerah sepanjang belum dimiliki oleh negara atawateyang lebih tinggi
atau pihak-pihak lain yang sesuai dengan ketergaeaturan perundangan
yang berlaku.

Menurut PP No. 58 tahun 2005 tentaPgngelolaan Keuangan Daerah
pasal 1 ayat 5,

Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajibaahddalam rangka

penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat idolagan uang

termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yarigilm@ngan dengan
hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam rerangkgaxan Pendapatan
dan Belanja Daerah.

Sedangkan Halim (2007: 24) menyatakan “Pengelokearangan daerah
adalah segala sesuatu yang meliputi perencanataksaeraan, penatausahaan,
pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daSemld@hgkan menurut PP
No. 58 tahun 2005, “pengelolaan keuangan daeralala#@seluruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatarsahgoelaporan,

pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah”

2.1.1.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Daer ah

Mahmudi (2006: 14) menyatakan bahwa siklus pengaitolkeuangan
daerah adalah tahapan-tahapan yang harus dilakiddam mengelola
keuangan yang menjadi wewenang dan tanggung jaerakenntah daerah
agar pengelolaan keuangan tersebut memenuhi prksipomi, efisien,
efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Adapun siklus pengelolaan keuangan daerah padengaderdiri atas tiga

tahap, yaitu seperti terlihat pada gambar 2.1 diabaini:
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Gambar 2.1
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah
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1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap yang sangaalkfsran DPRD
dan masyarakat dalam tahap perencanaan ini saregr. bKualitas hasil
(outcomé dari pengelolaan keuangan daerah sangat dipdrgaleh seberapa
bagus perencanaan yang dibudnput dalam tahap perencanaan ini berupa
dokumen perencanaan yang dimiliki oleh pemerintaérah” (Mahmudi, 2006:
15). Perencanaan ini sendiri pada dasarnya jugiaget proses yang harus
dilakukan sehingga menghasilkaoutput perencanaan berupa dokumen
perencanaan daerah. Dokumen perencanaan daerahddeegorikan menjadi
dua bentuk, yaitu:

1. Dokumen perencanaan pembangunan daerah berupa nRenca
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), ReReamaangunan
Jangka Menegah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja PaaterDaerah

(RKPD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkaraba(Renstra
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RKPD), dan Rencana Kerja Satuan Kerja PerangkataDd®enja SKPD)
yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan, stratpgbgram, dan kegiatan.
2. Dokumen perencanaan keuangan daerah berupa Kebiljakam APBD

(KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (B Aan RAPBD.

Perencanaan pembangunan daerah disusun berdagarigka waktu
perencanaan, yaitu dua puluh tahun untuk RPJPR, timun untuk RPJMD, dan
satu tahun untuk RKPD. Sedangkan untuk rencananganadaerah yaitu berupa
RAPBD berlaku untuk satu tahun.

Menurut Mahmudi (2006: 15)Cutput dari tahap perencanaan ini adalah
RAPBD”. Alasan darioutput ini berupa RAPBD, karena bagi Pemda APBD
merupakan tulang punggungu¢come atau cetak birublue prin) pembangunan
daerah. APBD memiliki fungsi penting dalam melakuleokasi, distribusi, dan
stabilitas keuangan Pemda. Oleh karena itu, RAPRDjaadli sangat penting bagi
daerah sebagai arah dan orientasi pembangunan.

2. Tahap Pelaksanaan

Output dari tahap perencanaan adalah berupa RAPBD wdaiy disahkan
oleh DPRD menjadi APBDOutputdari tahap perencanaan tersebut akan menjadi
input bagi tahap pelaksanaan, yaitu implementasi angggBalam tahap
pelaksanaan anggaran terdapat suatu proses bastga Skuntansi Pemerintah
Daerah (SAPD). SAPD ini sangat penting, karena ib@g@a pun bagusnya
perencanaan anggaran apabila dalam tahap implesneidak terdapat SAPD
yang memadai, maka banyak hal yang direncanakak alan mencapai hasil

yang diinginkan. SAPD yang buruk akan memicu ténga kebocoran,
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inefisiensi, dan ketidakakuratan laporan keuandgitelalui SAPD pula akan
dihasilkan laporan pelaksanaan anggaran yang mermgatput dari tahap
pelaksanaan” (Mahmudi, 2006: 16).

3. Tahap Pelaporan, Pengawasan, dan Pengendalian

Outputdari tahap pelaksanaan berupa laporan pelaksamagaran akan
menjadiinput untuk tahap pelaporamnput tersebut akan diproses lebih lanjut
untuk menghasilkautput berupa laporan keuangan yang akan dipublikasikan.
Proses pelaporan tersebut dilakukan dengan mengada SAPD yang telah
ditetapkan. Setelah disesuaikan dengan Standart&ksinPemerintahan, maka
laporan keuangan tersebut siap diaudit cdelglitor independentSelanjutnya
setelah diaudit dapat didistribusikan kepada DPRIR dipublikasikan kepada
masyarakat, sebagai bahan evaluasi kinerja dan eré&ab umpan balik bagi

perencanaan periode berikutnya.

2.1.2 Anggar an Pemerintah

Beberapa profesi dalam memandang anggaran menphikidangan
tersendiri berdasarkan profesi yang mereka miliBagi seorang akuntan,
anggaran dipandang sebagai sebuah cara untuk reenédauangan pemerintah,
karena dari uraian yang terdapat dalam anggarhnatesecara jelas penggunaan
dari uang negara sehingga dapat ditelusuri apadsajaberapa banyak barang
yang dimiliki negara sebagai kekayaan negara, tkit@nya investasi pemerintah
dalam anggaran negara. Menurut Glan A Welsch (datatim 2007: 142)

menyebutkan bahwa ‘anggaran adalah suatu bestatkmentdari suatu rencana
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daripada rencana dan kebijaksanaan manajemen y@algaddalam suatu periode

tertentu sebagai petunjliklie printdalam periode itu’.

Menurut Frceman (dalam Nordiawan, 2007: 19) baharsgjaran adalah
sebuah proses yang dilakukan oleh organisasi septdrik untuk
mengalokasikan sumber daya yang dimiliki ke dalaukuhan-kebutuhan
yang tidak terbatas”. “Anggaran daerah merupakancana keuangan
yang menjadi dasar dalam pelaksanaan pelayaoéohk”.

Sedangkan menurut Yones dan Pendlebury (dalam H206v: 142)

bahwa ‘anggaran merupakan suatu kerja pemerintaly ywujudkan dalam

bentuk uang (rupiah) selama periode tertentu’.

Dari berbagai definisi tersebut dapat disimpulkdefinisi anggaran

sebagai berikut:

1.

2.

Merupakan informasi atau pernyataan

Mengenai rencana atau kebijaksanaan bidang keuangan
Dari suatu organisasi atau badan usaha

Untuk suatu jangka waktu tertentu

Perkiraan penerimaan dan pengeluaran negara
Diharapkan terjadi pada suatu periode tertentu

Sedangkan fungsi utama dari penyusunan anggaréahadabagai berikut

(Halim, 2007: 143):

1.

2.

Menentukan penerimaan dan pengeluaran.

Membantu dalam membuat kebijakan dan perencanaan
Mengesahkan pengeluaran yang akan datang
Menjadikan dasar pengendalian pendapatan dan pemgel

Sebagai standar dalam evaluasi kerja
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6. Sebagai motivasi manajer dan masyarakat

7. Mengkoordinir dari berbagai macam tujuan

2.1.2.1 Jenis-Jenis Sistem Penganggar an

Menurut Halim (2007: 145) “sistem penganggaran adauatu tatanan
yang logis, sistematis, dan baku yang terdiri tata kerja, pedoman kerja, dan
prosedur kerja untuk menyusun anggaran dan salerfaitan serta saling
keterkaitan”.

Adapun jenis-jenis dari sistem penganggaran anénaadalah, sebagai
berikut (Halim, 2007: 145-147):

1. Line Item Budgeting

Line Item Budgetingadalah penyusunan anggaran yang dilaksanakan

kepada dan darimana itu berasal (pos-pos penedamuntuk apa dana tersebut

digunakan (pos-pos pengeluaran).

Karakteristik Anggaran | Kelebihan Anggaran K elemahan Anggaran

a. Titik berat perhatian |a. Penyusunan relatif  |a. Perhatian terhadap

pada segi pelaksanaan mudah laporan pelaksanaan
dan pengawasan. b. Membantu dalam anggaran penerimaan
b. Penekanan hanya pada mengamankan dan pengeluaran
segi administrasi. komitmen diantara sangat kurang
partisipasi sehingga |b. Diabaikannya prestas
dapat mengurangi yang dicapai atas
konflik realisasi penerimaan

dan pengeluaran yang
dianggarkan.

c. Para penyusun
anggaran tidak
memiliki alasan yang
rasional dalam
menetapkan target
penerimaan dan
pengeluaran.




2.

Incremental Budgeting
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Alasan ditetapkamncremental Budgeting adalah bahwa seluruh kegiatan

yang dilaksanakan pada tahun anggaran yang sebgumarupakan kegiatan

yang harus diteruskan pada tahun berikutnya.

Karakteristik Anggaran

Kelebihan Anggaran

Kelemahan Anggaran

a.

Menggunakan revisi
Anggaran Pendapatan
dan Belanja tahun

berjalan untuk b.

menentukan anggaran
tahun yang akan
datang.

Sekali suatu pos

pengeluaran muncul [c.

didalam anggaran,
maka selamanya pos
tersebut ada pada
anggaran periode
berikutnya

Titik perhatian adalah
marginalatau selisih
incrementalantara
anggaran tahun ini dan
tahun sebelumnya. a‘

a.

Membantu mengatasi
rumitnya proses
penyusunan anggarar
Tidak memerlukan
pengetahuan yang
terlalu tinggi untuk
memahami program-
program baru

Dapat megurangi
konflik

a.

4

Perhatian terhadap
laporan pelaksanaan
anggaran penerimaan
dan pengeluaran sang
kurang

Diabaikannya prestasi
yang dicapai atas
realisasi penerimaan
dan pengeluaran yang
dianggarkan.

Para penyusun
anggaran tidak
memiliki alasan yang
rasional dalam
menetapkan target
penerimaan dan
pengeluaran.

3. Planning, Programming, Budgeting System

Planning,

Programming,

at

Budgeting Systemdalah suatu proses

perencanaan, pembuatan pogram, dan penganggargntemiat dalam suatu

sistem sebagai satu kesatuan yang bulat dan tpisah-pisah dan didalamnya

terkandung identifikasi tujuan organisasi, permasah yang mungkin timbul

dalam pencapaian tujuan,

proses pengorganisasiangkgordinasian,

dan

pengawasan terhadap semua kegiatan yang dipertiddam pencapaian tujuan

dan proses pertimbangan keputusan terhadap belzgaian di masa datang.
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Kelebihan Anggaran Kelemahan Anggaran
a. Dapat menggambarkan tujuan ga. Terlalu sukar diterapkan baik secara
organisasi dengan lebih nyata teknis maupun praktik sehingga sulit
b. Dapat menghindarkan adanya diterapkan khususnya dinegara-negara
overlappingprogram dan berkembang.
pertentangan diantara program p. Merupakan proses yang multi-
c. Dapat memungkinkan alokasi komplek dan memerlukan banyak

sumber daya secara lebih efisien|  perhitungan dan analisa

dan efektif berdasarkan analisa £. Memerlukan kualitas pengelolaan
manfaat dan biaya untuk mencapai yang sangat tinggi

tujuan

4. Zero Base Budgeting
Zero Base Budgetingdalah anggaran yang dibuat berdasarkan pada
sesuatu yang sedang dilakukan dan merupakan sega@atu baru, dan tidak
berdasarkan pada apa yang telah dilakukan di nahisaSetiap kegiatan dilihat

sebagai sesuatu yang mandiri dan bukan kelanjaampa yang harus dilakukan.

Kelebihan Anggaran K elemahan Anggaran

a. Proses pembuatan paket keputuganTidak mudah diterapkan
dapat menjamin tersedianya p. Tidak semua kegiatan dapat disusun
informasi yang lebih bermanfaat| ranking keputusannya secara
bagi kepentingan manajemen konsisten dari tahun ketahun

b. Dana dapat dialokasikan denganc. Terlalu mahal dan memakan banyak
lebih efisien, karena terdapat waktu
beberapa alternatif keputusan dasth Memerlukanskill khusus dalam
alternatif bagi pelaksanaan menganalisa dan menentukan prioritas
keputusan tersebut atau ranking

c. Setiap program dan kegiatan selalu Memerlukan data yang lebih banyak
di-reviewsetiap tahun dan diperlukan dukungan analisis

d. Pengambilan keputusan dapat yang cukup kuat
memperoleh informasi mengenaif. Sulit untuk memutuskan bahwa

kegiatan yang dianggap kritis dan kegiatan yang satu benar-benar lebih
mendesak. penting dibandingkan kegiatan yang
lainnya

—

5. Performance Budgeting System
Performance Budgeting Systeadalah cara penyusunan berdasarkan

pertimbangan beban kerja dan berorientasi kepaddayagunaan dana yang
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tersedia untuk mencapai hasil yang optimal dariidtag yang dilaksanakan.
Sistem penyusunan ini tidak hanya didasarkan keppdayang dibelanjakan saja
tetapi juga didasarkan kepada tujuan-tujuan atagarea-rencana tertentu yang
untuk pelaksanaanya perlu disusun oleh suatu amdazieya yang cukup dan

biaya atau dana yang dipakai tersebut harus diatasecara efektif dan efisien.

Kelebihan Anggaran Kelemahan Anggaran
a. Memungkinkan adanya a. Tidak semua kegiatan dapat
pendelegasian wewenang dalam distandarisasikan
pengambilan keputusan b. Tidak semua hasil kerja dapat

b. Merangsang partisipasi dan motivasi diukur secara kuantitatif
unit-unit operasional melaui prosesc. Tidak ada kejelasan mengenai

usulan dari bawah dan penilaian siapa pengambil keputusan dan
anggaran yang bersifat faktual siapa yang menanggung beban atas
c. Dapat membantu meningkatkan keputusan

fungsi perencanaan dan
mempertajam pembuatan keputusan
pada semua tingkat
d. Memungkinkan alokasi dana secara
optimal karena setiap kegiatan selalu
dipertimbangkan dari segi efisiensi
e. Dapat menghindarkan pemborosan

2.1.2.2 Pendekatan Proses Anggaran

Menurut Halim (2007: 140) “Pendekatan dalam prameggaran adalah
suatu cara atau metode yang ditempuh dalam meranapkerumuskan, dan
menyusun anggaran”. Dalam pendekatan ini akanrtdrgaarah atau arus dari
proses persiapan, perumusan, dan penyusunan amgdaratergambar pula
mengenai asal atau sumber inisiatif dan kearah mnsatif tersebut
dilaksanakan.

Adapun pendekatan-pendekatan dalam proses penyippamusan, dan

penyusunan anggaran adalah, sebagai berikut (H20i@Y,: 140-150):
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1. Top Down Approach
Adalah rencana, program maupun anggaran ditentasgpenuhnya oleh
unit kerja yang tertinggi tingkatnya, sedangkart-unit kerja dibawahnya hanya

sekedar melaksanakan, tanpa pertimbangan usulamnitakerja dibawahnya.

Kelebihan Top Down Approach Kekurangan Top Down Approach

koordinasi dan pengawasan terhadap unit kerja tertinggi sering kali tidak
pelaksanaan kerja akan lebih mudah | dapat merumuskan rencana aggaran

dan lebih cepat dilakukan karena atau rencana kerja yang benar-benar
disusun oleh pihak yang melakukan | memenuhi keinginan dan kebutuhan
koordinasi dan pengawasan. unit kerja yang lebih rendah, sehingga

akan sulit untuk dilaksanakan.

2. Bottom Up Approach
Pada pendekatan ini metode yang digunakan dalam persiapkan,
merencanakan, dan merumuskan anggaran dimulai tgkat atau jenjang

organisasi terbawah mengarah secara hirarki kedtrafiau jenjang yang tertinggi.

Kelebihan Bottom up Approach K ekurangan Bottom up Approach
rencana kerja yang diusulkan oleh yrmit unit kerja terkecil mempunyai
kerja nyata (realistik) kemampuan yang berbeda-beda

dalam menyusun rencana sehingga
mutu hasil rencana bervariasi dan
kadang sulit unit berkoordinasi.

b. usulan rencana kerja dengan beban
rencana yang sangat tinggi
sementara dana sangat terbaas.

3. Mixture Approach
Pendekatan ini merupakan gabungan antapa down approachdan
bottom up approaclyang dilaksanakan secara bersama-sama oleh semgkat t
dalam organisasi dalam penyusunan dan perumusansgelas-jelasnya. Unit
kerja diatas cukup mengawasi dan mengendalikan usenmgn rencana dan

program sesuai dengan pedoman yang telah digari3kgman dari pendekatan
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ini adalah untuk mengurangi kelemahan-kelemahantojardown approacilan

bottom up approackdengan harapan akan mendapatkan hasil yang flikg

2.1.3 Anggar an Pendapatan dan Belanja Daerah

“Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pad&@an rencana

keuangan pemerintah daerah yang disetujui = oleh[DERNn ditetapkan oleh

peraturan daerah” (Nordiawan, 2007: 39). Sehinggaluk APBD merupakan

hasil kerjasama antara Pemerintah Daerah dengarDDRRapun fungsi dari

APBD adalah, sebagai berikut (Halim, 2007: 169-170)

1.

2.

Fungsi otorisasi, yaitu APBD merupakan dasar umhetaksanakan
pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan

Fungsi perencanaan, yaitu APBD merupakan pedomagi ba
manajemen dalam merencanakan kegiatan pada ‘tahung ya
bersangkutan.

Fungsi pengawasan, yaitu APBD merupakan pedomauk unéenilai
apakah penyelenggaraan pemerintah daerah sesugand&atentuan
yang telah ditetapkan

Fungsi alokasi, yaitu APBD harus diarahkan untukncigakan
lapangan kerja atau mengurangi pengeluaran danqvesdan sumber
daya dan meningkatkan efisiensi dan efektivitaghkmromian.

Fungsi distribusi, yaitu APBD merupakan kebijakaiggaran daerah
yang harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuha

Fungsi stabilisasi, yaitu APBD merupakan anggarameyintah
daerah yang menjadi alat untuk memelihara dan npenygikan
keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

2.1.3.1 Struktur APBD

Secara garis besar APBD terdiri dari pendapata@natia belanja daerah,
dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah adalala fgEmerimaan
yang melalui rekening kas umum daerah, yang menarekaitas dana,
merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaratidd&rperlu dibayar
kembali oleh daerah. Sedangkan semua pengeluaray rp@ngurangi
rekening kas umum daerah dan mengurangi ekuitaa dagrupakan
kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran dak tilemperoleh
pembayaran kembali disebut belanja daerah (Noraia@2@07: 40).
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Berdasarkan Standar Akutansi Pemerintahan (SAfaktst APBD dibagi

menjadi pendapatan, belanja, transfer, dan pemdriays@ng masing-masing

secara tegas harus dicantumkan dengan jumlah amggan realisasi. Adapun

rincian pos-pos APBD menurut SAP adalah:

A.
1.

=W

NE O

= O

Pendapatan

PendapatanAsli daerah

a. Pendapatan pajak daerah

b. Pendapatan retribusi daerah

c. Pendapatan bagian laba
BUMN dan investasi lainnya

d. Pendapatan asli daerah
lainnya

Pendapatan Transfer

a. Transfer pemerintah pusat-
dana perimbangan
Dana alokasi umum-DAU
Dana alokasi khusus-DAK

Belanja
Belanja operasional
a. Bantuan pegawai

b. Belanja barang dan jasa
c. Bunga

d. Subsidi

e. Belanja sosial

f. hibah

Belanja modal
a. Belanja tanah

. Transfer bagi hasil pendapatan

Transfer bagi hasil pajak
Transfer bagi hasil retribusi

Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan

a. Penggunaan SILPA

b. Penjualan aset yang
dipisahkan

c. Penjualan investasi lainnya

d. Pinjaman dari pemerintah
pusat

Dana bagi hasil-DBH

b. Transfer pemerintah pusat-
lainnya
Dana otonomi khusus
Dana penyesuaian

c. Transfer pemerintah provinsi
Pendapatan bagi hasil objek
Pendapatan bagi hasil lainnya

3. Pendapatan lain-lain

a. Pendapatan hibah

b. Pendapatan dana darurat

c. Pendapatan lainnya

b. Belanja mesin

c. Belanja gedung dan
bangunan

d. Belanja jalan, irigasi, dan
lainnya

e. Belanja aset tetap lainnya

f. Belanja aset lainnya

3. Belanja tak terduga

3. Transfer bagi hasil lainnya

e. Pinjaman dari pemerintah
daerah lainnya

f. Pinjaman dari perusahaan
negara/daerah

g. Pinjaman dari lembaga
keuangan

h. Pinjaman dalam negeri
lainnya
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b.

Pinjaman luar negeri
Pencairan dana cadangan
2. Pengeluaran pembiayaan

a. Pembayaran pokok pinjaman
kepada pemerintah pusat
Pembayaran pokok pinjaman
kepada pemerintah daerah

lainnya

Pembayaran pokok pinjaman
kepada perusahaan

negara/daerah

2.1.3.2 Proses Penyusunan APBD

26

. Pembayaran pokok pinjaman

kepada lembaga keuangan

. Pembayaran pokok pinjaman

kepada dalam negeri lainnya
Pembayaran pokok pinjaman
kepada luar negeri

. Penyertaan modal pemerintah
. Pemberian pinjaman

berjangka
Pembentukan dana cadangan

Menurut Nordiawan (2007: 43-47), setidaknya tertlagr@am langkah

dalam melakukan proses penyusunan APBD yaitu, s&bagkut:

Gambar 2.2
Skema Proses Penyusunan APB
DPRD PPAS Bahas penyusunan APBD
RKA » RAPBD
f f
KUA RKA SKPD dokumen
A i 3
PPKD SKPD =
PEMDA 4 X dijabarkan RKPD

1. Penyusunan kebijakan umum APBD

Proses penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merapakagian

yang sangat penting dalam proses perencanaanp S&RD menyusun rencana

strategi dengan mengambil program yang ada padMBB&ng sesuai dengan

bidang kajian pada tahun anggaran yang sama. Selgajdikompilasi oleh tim

anggaran Pemda menjadi RPKD untuk selanjutnya tlikenenjadi KUA. KUA

teriri atas dua komponen yaitu:
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a. Target pencapaian kinerja yang terukur melalui @og yang akan

dilaksanakan
Proyeksi pendapatan daerah, belanja daerah, dabesupenggunaaan

pembiayaan daerah dengan asumsi yang mendasarinya.

Proyeks pendapatan dan alokasi belanja daerah serta pembiayaan
penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAYS)

PPAS merupakan dokumen yang berisi seluruh prodpena yang akan

dijalankan pada tahun anggaran dimana programbigrgiberi prioritas sesuai

dengan visi, misi, dan strategi Pemda. Proses pemgam PPAS oleh tim

anggaran Pemda dengan nota kesepakatan KUA, milhapan sebagai berikut:

a.

b.

Menentukan skala wajib untuk urusan wajib dan uryskhan
Menentukan urutan program untuk masing-masing arusa

Menentukan plafon anggaran untuk tiap program

Penyiapan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan
RKA SKPD

Penyiapan surat edaran kepala daerah tentang pedmngusunan RKA

SKPD sangat penting bagi setiap SKPD sebelum menyuesnhcana kerja, karena

memuat tiga hal yaitu:

a.

Dokumen KUA yang memuat rincian program tiap SKPD

b. Standar satuan harga yang menjadi referensi pea@nimncian anggaran

c. Kode rekening untuk tahun anggaran bersangkutan
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Penyusunan rencana kerja SKPD

SKPD menyusun RKA SKPD dengan menggunakan pendehaidF

daerah, penganggaran terpadu, dan penganggaraaséan prestasi kerja.

Dokumen RKA SKPD terdiri atas rincian anggaran @gadan, rincian anggaran

belanja langsung, rincian anggaran belanja takslamg, rekapitulasi anggaran

belanja langsung, rincian penerimaan pembiayaan, miacian pengeluaran

pembiayaan.

4.

Penyusunan rancangan peraturan daerah APBD

Proses selanjutnya adalah pengkompilasian selurkiA Rang telah

dievaluasi oleh tim anggaran Pemda. Proses inkukkn oleh PPKD yang

selanjutnya menyusun rancangan peraturan APBD detmapiran-lampiran

sebagai berikut:

a.

b.

Ringkasan APBD
Ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daancasi
Rincian APBD menurut urusan pemerintahan, organigsendapatan,

belanja, dan pembiayaan

. Rekap belanja menurut urusan pemerintahan, organikagiatan, dan

keselarasan fungsi

Evaluasi rancangan peraturan daerah APBD

Kepala Daerah menyampaikan rancangan peraturan AEpAda PRD

untuk dibahas dan disetujui, dan rancangan peamtkepala daerah tentang

penjabaran APBD kepada Gubernur untuk dievaluasny&mpaian dilakukan
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paling lambat tiga hari setelah rapat KDH. Sedangkases evaluasi dilakukan
maksimal lima belas hari setelah penyampaian didakuJika kedua peraturan
tersebut tidak lolos evaluasi maka kepala daesah PRD harus melakukan

penyempurnaan.

2.1.4 Sumber Pendapatan Daerah
Menurut Abdul Halim (2002: 64) “Pendapatan adalamisa penerimaan

daerah dalam bentuk peningkatan aktiva atau peaorwtang dari berbagai
sumber dalam periode tahun anggaran bersangku&@tara umum pendapatan
dalam APBD dikelompokan menjadi tiga kelompok (Pemdagri No13 tahun
2006 pasal 25) yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Dana perimbangan

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

2.1.4.1 Pendapatan Adli Daerah
PAD merupakan semua penerimaan daerah yang betasalsumber
ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli Hadipgsahkan menjadi empat
jenis yaitu (Abdul Halim, 2002: 65):
1. Pajak daerah 3. Bagian laba usaha daerah
2. Retribusi daerah 4. Lain-lain PAD
Pajak daerah merupakan penerimaan daerah yangabelas pajak.

Penerimaan ini meliputi (Abdul Halim, 2002: 65):
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1. Pajak kendaraan bermotor 4. Pajak kendaraan diatas air

2. Bea balik nama kendaraan bermotor 5. Pajak air dibawah tanah

3. Pajak bahan bakar kendaraan bermoto6. Pajak air permukaan
Sedangkan jenis pajak kabupaten atau kota menudutNO. 34 tahun

2000, tentang perubahan UU No. 18 tahun 1997, rignfsajak daerah dan

retribusi daerah tersusun dari :

1. Pajak hotel 5. Pajak penerangan jalan

2. Pajak restoran 6. Pajak pengambilan bahan galian
3. Pajak hiburan golongan C

4. Pajak reklame 7. Pajak parkir

Retribusi daerah merupakan penerimaan daerah yaagd) dari retribusi.

Penerimaan ini meliputi (Abdul Halim, 2002: 65):

i

Retribusi pelayanan kesehatan

2. Retribusi pemakaian kekayaan daerah

3. Retribusi pasar grosir dan atau pertokoaan

4. Retribusi penjualan produksi usaha daerah

5. Retribusi izin trayek kendaraan penumpang

6. Retribusi air

7. Retribusi jembatan timbang

8. Retribusi kelebihan muatan

9. Retribusi perizinan pelayanan dan pengendaliaan

Bagian laba usaha daerah merupakan penerimaarhdaer@ berasal dari

hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekagiaerah yang dipisahkan.
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Penerimaan ini antara lain berasal dari BPD, p&aema daerah, Deviden BPR-
BKK, dan penyertaan modal daerah kepada pihak&etig

“Lain lain PAD merupakan penerimaan daerah yangdardari lain-lain
milik pemerintah daerah. Penerimaan ini terdirii thasil penjualan barang milik
daerah, contohnya: penjualan drum bekas aspal elagrifaan jasa giro” (halim.

2002: 65).

2.1.4.2 Mekanisme dan Dana perimbangan
Menurut Nordiawan (2007: 48) bahwa Dana perimbangdalah dana
yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialo&asklepada daerah
untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelale
desentralisasi. Latar belakang lain adanya trarmdd®a dari pusat ke
daerah ini antara lain untuk mengatasi ketimparigal vertikal (antara
pusat dan daerah), mengatasi ketimpangan fiskatdmtal, serta guna
mencapai standar pelayanan untuk masyarakat.

Ketimpangan fiskal horizontal muncul akibat tidsimbangnya kapasitas
fiskal daerah dengan kebutuhan fiskalnya. Dengaa leén, kemampuan daerah
untuk menghasilkan pendapatan asli daerah tidak pmamenutupi kebutuhan
belanja daerah. Peraturan perundangan yang sesmag&ap mengatur tentang
dana perimbangan adalah PP No 55 tahun 2005.

Sesuai dengan PP No 55 tahun 2005 pasal 2, “Dananh@gan
mencakup Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, danaDAlokasi Khusus”.

Jumlah dana perimbangan ditetapkan setiap tahumdAPBN. Namun dalam

uraian ini hanya akan memaparkan Dana Bagi HasiDdma Alokasi Umum.
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A. Dana Bagi Hasil (DBH)

“Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dardgeatan APBN
yang dialokasikan kepada daerah dengan angka pessetertentu didasarkan
atas daerah penghasil untuk mendanai kebutuhanaldadalam rangka
pelaksanaan desentralisasi” (Nordiawan, 2007: 88)ain kerena pertimbangan
politis, alasan lain dari pemberian dana DBH inalad untuk mengurangi
ketimpangan vertikahMgrtical imbalancgantara pemerintah pusat dan Pemda.

Berdasarkan PP No 55 tahun 2005 pasal 3, terdajatsdmber DBH
yaitu pajak dan sumber daya alam. DBH Pajak setedliri atas Pajak Bumi dan
Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah daguBan (BPHTB), serta
Pajak Penghasilan (PPh), baik dari wajib pajak @ranbadi dalam negara
(WPOPDN) maupun dari PPh pasal 21. Adapun pembadéém mekanisme
perhitungan DBH pajak dalam UU No 33 tahun 2004 B&No 5 taun 2005
tentang dana perimbangan dapat dilihat pada gat®amaitu:

Gambar 2.3
Skema Pengalokasian Dana Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak

PBB PPh WPOPDN &PPh 21 BPHTB

Pusat | | Daerahl Pusat | Daerah Pusat , Daerah2

10% __90% 20% 80% 80% 20%
6,5% bagi || Provinsi | |Bagi rata Provinsi Provinsil

rata kab/kota 6,2% | |kab/kota 16% 8%
3,5% insentif Kab/Kota Kab/Kota Kab/Kota

kab/kota ] 64,8% 64% 12%

9% biaya
pengurusan
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Sedangkan DBH dari sumber daya alam berdasarkaoP¥ tahun 2005
pasal 15, berasal dari kehutanan, pertambangan upenkanan, pertambangan
minyak bumi, pertambangan gas bumi, serta pertagamapanas bumi. Adapun
pembagian dan mekanisme perhitungan DBH sumberalagadalam UU No 33
tahun 2004 dan PP No 5 taun 2005 tentang dana Ipemigan dapat dilihat pada
gambar 2.4 yaitu:

Gambar 2.4
Skema Pengalokasian Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam

20% Pusat
80% Daerah

luran hak penguasaan hutan

20% Pusat

Kehutanan Provisi sumber daya hutan

80% Daerah

60% Pusat
40% Daerah

Dana reboisasi

20% Pusat
80% Daerah

20% Pusat

luran tetap
Pertambangan umum <
luran eksploitasi&eksplorasi

Program pengusahaan

80% Daerah

20% Pusat
80% Daerah

Perikanan

20% Pusat
80% Daerah

ANV A VAN AN

Pungutan Hasil

20% Pusat

Pertambangan minyak bumi 30% Daerah

\/\

20% Pusat

Pertambangan gas bumi

80% Daerah

20% Pusat
80% Daerah

Pungutan Hasil

Pertambangan panas bumi

20% Pusat

Pungutan Hasil

A\ /)

80% Daerah
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B. Dana Alokass Umum (DAU)

DAU merupakan dana hibah murnigrénty yang kewenangan
penggunaanya diserahkan penuh kepada Pemda peanerifdU No. 33
tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan aR&reerintah Pusat dan
Daerah memberikan pengertian bahwa :

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana ganbersumber

dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan atujuntuk

pemerataan kemampuan keuangan antar daerah, unehdanai
kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desasiral

Besarnya DAU yang diterima oleh setiap Pemda (dliketa sebesar 26%
dari Pendapatan dalam Negeri Neto, yang kemudisalutkan kepada provinsi

sebesar 10% dan kabupaten atau kotamadya sebésata®0total DAU. Hal ini
sesuai dengan PP No. 55 tahun 2005 Pasal 37 yaitu:

(2) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurangukgmya 26% (dua
puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeoi Net

(3) Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kdiaitung dari
perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yaegjadi
kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

(4) Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dudakada ayat (3)
belum dapat dihitung secara kuantitatif, propor&iDantara provinsi
dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 46ptiluh persen)
dan 90% (sembilan puluh persen).

(5) Jumlah keseluruhan DAU sebagaimana dimaksuda payght (2)
ditetapkan dalam APBN.

Selanjutnya dari jumlah DAU 90%, yang ditujukartuknkabupaten dan

kotamadya, maka setiap kabupaten dan kotamadya maleadapatkan DAU
sesuai dengan hasil perhitungan “Formula DAU” yaligtapkan berdasarkan

Celah Fiskal dan Alokasi Dasar. Hal ini sesuai @n&P No. 55 tahun 2005

Pasal 40 yaitu:
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(1) DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasari@mula yang
terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.

(2) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayamnétupakan selisih
antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.

(3) Kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud pada(ayaliukur dengan
menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayaigeks
Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional @noer kapita,
dan Indeks Pembangunan Manusia.

(4) Kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud padat &9a diukur
berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan DBH.

(5) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada agat dfhitung
berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah

Dari uraian PP No. 55 tahun 2005 pasal 40 menkajukbahwa besarnya

DAU yang diterima oleh suatu kabupaten maupun kathm ditentukan pula
oleh PAD dan DBH yang diterima. Lebih jauh Mardiasnil60: 2002)
menjelaskan bahwa dalam menentukan besarnya DAUK wggtiap kabupaten
atau kotamadya ditentukan dengan variabel utamiaubéni:

a. Variabel-variabel potensi daerahskal capacity terdiri dari PAD dan
potensi penerimaan bagi hasil yang berasal dari, BBBITB, dan sumber
daya alam. Bagi hasil sumber daya alam hanya dipagkan 75%.

b. Variabel-variabel kebutuhan daeralisKal needp terbagi atas variabel
kependudukan dan variabel kewilayahan. Variabekkdpdukan terdiri
dari jumlah penuduk dan indeks kemiskinan rela#dangkan variabel
kewilayahan terdiri dari luas wilayah dan indeksgagbangunan.

c. Variabel untuk faktor penyeimbang yang berupa abkanimum.

Dimana penjumlahan dari PAD dan DBH merupakana&aas fiskal,

yang keduanya juga merupakan hasil dari kekayaanpo#ensi yang dimiliki

oleh Pemda. Bedanya kalau PAD menjadi hak penuhREnda, sedangkan

DBH merupakan hasil pajak dan sumber daya alam wgalagdan dimiliki oleh
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Pemda, dimana hasil dibagi dua dengan pusat mealggnrpersentase pada PP
No. 55 tahun 2005 tentang Dana perimbangan.

Sehingga besarnya DAU yang diterima oleh Pemdapatbn atau kota
adalah

DAU setiap Pemda
= 909% x 25% x Pendapatan dalam Negeri x Bobot Daerah
(Mardiasmo, 2002:161)

Dimana bobot daerah ditentukan berdasarkan hasgypangan dari kebutuhan
fiskal dengan kapasitas fiskal. Dan kapasitas ffisk@rupakan penjumlahan dari
Pendapatan Asli Daerah dan DBH (PP No 55 tahun P@8al 44)

Bobot Daerah = Fiscal Needs — Fiscal Capmcasity
Fiscal Capacity = PAD + PBB + BPHTE + PPh + 75%5DA
Mardiasmo (160:2002)

2.1.5 Belanja Pemerintah Daerah

Permasalahan yang dihadapi dalam belanja modal sderagan
permasalahan yang dihadapi dalam belanja operdsthifiat dari segi bentuk
dan strukturnya yaitu komponen belanja modal yasgrdgamkan. Selanjutnya
dari segi alokasi dana, belanja modal juga maslibnbelilandasi oleh ukuran-
ukuran kinerja yang baik. Satu-satunya ukuran kangaing dipakai dalam belanja
modal adalah aturan bahwa jumlah dana untuk berapg@al yang tertera dalam
anggaran daerah adalah jumlah dana maksimal yqaj didbelanjakan.

Menurut Halim (2007: 29) “Karena ukuran kinerjankaya tidak ada, maka
dasar evaluasi pengeluaran pembangunan akan mekggurerata proporsi dan

yang dialokasikan untuk setiap sektor yang adanddtalompok pengeluaran
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pembangunan”. Sehingga dalam pengeluaran pembamcd® tiga hal yang
harus diperbaiki, yaitu (Halim (2007: 29):

1. Konsep batas maksimal yang ada pada pos belarg&ksga diganti.

2. Konsep anggaran tradisional yang membatasi jenis-jbelanja,
sebaiknya diganti untuk memungkinkan jenis belapgng lebih
rasional, sesuai dengan kebutuhan daerah.

3. Untuk mengidentifikasi kebutuhan dana pada posnigelaperasional,
ukuran kinerja yang sederhana adalah beban kemaklpad dan
biaya rata-rataupit cosj. Sedangkan identifikasi ukuran kinerja pada
belanja modal akan lebih kompleks.

2.1.5.1 Prinsip-Prinsip Public Expenditure Management

Halim (2007: 31-33) didalanPublic Expenditure Managemeryang

diterbitkan bank dunia (1998) disebutkan bahwa {a@ggaran kinerja yang
berorientasi pada pencapaiantput dalam input anggaran belanja setidaknya
harus mempertimbangkan prinsip-prinsip pengelolgmngeluaran daerah”.
Adapun prinsip pengelolaan pengeluaran daerahladala
1. Transparans
Merupakan bentuk keterbukaan Pemda dalam membubijakan
pengeluaran daerah sehingga publik dapat dengaahmmédndapatkan informasi
tentang rencana anggaran pemerintah daerah daimtabhun anggaran tertentu.
2. Akuntabilitas
Prinsip ini bermakna bahwa belanja daerah dibiaglah pajak dan
retribusi, harus dipertanggungjawabkan dan disajdk@am bentuk laporan yang
didalamnya terungkap segala hal yang menyangkugcgueraan dana publik.
Pertanggungjawaban ini dilakukan kepada dua belbabkpyaitu DPRD dan

masyarakat. Proses akuntabilitas kepada DPRD tetidrmat dengan baik, yaitu
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setiap akhir anggaran kepala daerah harus melapeg@ala yang terjadi yang
berkaitan dengan penggunaan dana. Sedangkan aktagatepada masyarakat
masih belum ada mekanisme yang cukup dalam pendaggyvabannya.
3. Valuefor money
Anggaran yang berbasis kinerja menuntut adanyjaubyang optimal atas
pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pearge harus berorientasi

atau bersifat ekonomi, efisien, dan efektif.

Gambar 2.5
Mekanisme Value for Money
HARGA INPUT | INPUT > OUTPUT » OUTCOME
, | |
EKONOMIS EFISIENSI EFEKTIVITAS
HARGA INPUT INPUT OUTPUT
INPUT OUTPUT OUTCOME
4. Kegujuran

Kejujuran ini bermakna bahwa dalam operasional kgaa daerah ini
harus diserahkan kepada staf yang jujur serta nkemmitegritas yang tinggi
sehingga masalah korupsi sejak awal dapat dicegah.

5. Pengendalian

Pengendalian adalah proses keterbukaan melakukatrokaerhadap
proses perencanaan pengeluaran dengan implemeBéssuk pengendalian ini
dapat dilakukan dalam dua bentuk yaitu preventif defresif. Dalam anggaran

berbasis kinerja, pengendalian yang bersifat ptévditakukan dengan membuat
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kebijakan yang meliputi Analisa Standar Belanja BASlan standar harga,
dengan memperhatikan komprehensif dan disiplimskpat diprediksi.
Sanjay Prahan (dalam Halim, 2007: 33) menyebutkemmeprinsip dasar
dalamManagement Public Expendityngaitu:
1. Kriteria utama dalam pemilihan program yang akasediakan dan
dibelanjakan adalah ada tidaknya kegagalan pasar
2. Jumlah pengeluaran agregat dan total defisit danus unit kerja harus
selaras dengan kerangka kebijakan makro ekonomi
3. Arah pengalokasian anggaran antara unit kerjaddéerm berbagai jenis
pengeluaran didalam suatu unit kerja, untuk meratigin kesejahteraan.
4. Implikasi pada program kunci pada kelompok miskanus dianalisis.
5. Alokasi dana untuk belanja operasional dan modabyada dalam tiap
program dan sektor harus dianalisis secara iniégrat
6. Lembaga yang terlibat dalam perencanaan dan pekaksaanggaran

harus terus dievaluasi agar struktur intensif yaaa tetap relevan.

2.1.5.2 Plafon Anggaran

Halim (2007: 35) “Plafon anggaran adalah batas araggtertinggi atau
maksimum yang dapat diberikan atas suatu kegiatao anit fungsional”.
Perkiraan plafon anggaran bertujuan untuk mendtaasilalokasi dana yang
akurat, adil, dan mampu memberikan insentif badiageunit kerja untuk
melaksanakan prinsipalue for moneydalam melakukan pengeluaran daerah.

Adapun langkah-langkah penentuan plafon anggararadgHalim, 2007: 35):
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1. Proses penentuan plafon anggaran ditentukan oleingieat pengelola
keuangan daerah

2. Alokasi anggaran didasarkan pada fungsi yang mepjaaritas melalui
pembobotan.

3. Unit kerja yang memberikan dukungan lebih besdraidap fungsi yang

menjadi prioritas dalan mendapat plafon lebih besar

2.1.6 Teori keagenan

Teori keagenan menganalisis susunan kontraktdatardua atau lebih
individu, kelompok, atau organisasi melalui sebysdelegasian. Lupia &
McCubbins (dalam Darwanto, 2007:6) menyatakadgl€gation occurs when one
person or group, a principal, select another persmngroup, an agentt, to act
on the principal’'s behalf”.

Hubungan Keagenan vyaitu hubungan dimaoaaticipal (pemilik)
menugasagent(manajemen) untuk melakukan suatu jasa pekerjasug,ah
disertai pemberian wewenang untuk melakukan peniggamieputusan dari
principal kepadaagent(lAl, 2003: 4).

Dalam hal ini Pemda adalagentdan DPRD adalaprincipal. Dimana
kebijakan anggaran merupakan sebuah produk hukwangsng-undangan hasil
kerjasama antara kedua lembaga tersebut. “Berdasangerbedaan peran dan
persamaan fungsi pemerintah daerah dan DPRD, nuékan antara legislatif
dan eksekutif terjadi hubungan keagenan” (HalimQ120Halim & Abdullah,

2006). Pada pemerintahan, peraturan perundang-gadarsecara implisit

merupakan bentuk kontrak antara eksekutif, legistin publik.
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2.1.6.1 Hubungan Keagenan Antara Eksekutif dan L egidatif

“Dalam hubungan keagenan antara eksekutif dan lagfiiseksekutif
adalah agent dan legislatif adalahprincipal” (Halim & Abdullah, 2006;
Fozzard, 2001; Moe, 1984; Strom, 2000). Sepertemikkakan sebelumnya,
diantaraprincipal danagentsenantiasa terjadi masalah keagenan. Oleh katena i
persoalan yang timbul antara eksekutif dan legiglaga persoalan keagenan.

Masalah keagenan paling tidak melibatkan duaakpihyakniprincipal,
yang memiliki otoritas untuk melakukan tindakamdakan, danagent yang
menerima pendelegasian otoritas darincipal. Dalam konteks pembuatan
kebijakan oleh legislatif, legislator adalgbrincipal yang mendelegasikan
kewenangan kepadagent seperti pemerintah atau panitia di legislatif éntu
membuat kebijakan baru. Hubungan keagenan disirjadie setelah agent

membuat usulan kebijakan dan berakhir setelah misefaebut diterima/ditolak.

2.1.6.2 Hubungan Keagenan Antara L egidatif dan Publik
“Dalam hubungan keagenan  antara legislatif dan ipuljloters)

legislatif adalahagent dan publik adalahprincipal (Fozzard, 2001; Lane,
2000;13; Moe, 1984; dalam Darwanto. 2007:8). Dalaal pembuatan

kebijakan, Von Hae (dalam Darnto. 2007:8) berpeatdmphwa “hubungan
principal-agent yang terjadi antara pemilih(voters) dan legislatif pada
dasarnya menunjukkan bagaimanaters memilih politisi untuk membuat
keputusan mengenai belanja modal untuk mereka daekan memberikan dana

dengan membayar pajak. Ketika legislatif terlilstiam pembuatan keputusan



42

atas pengalokasian belanja dalam anggaran, malkereka diharapkan
mewakili kepentingan pemilihnya, pada kenyataankeggslatif sebagaagent
bagi publik tidak selalu memiliki kepentingan yssagma dengan publik.

Lupia & McCubbins (dalam Darnto. 2007:8) mengingatk bahwa
‘pendelegasian memiliki konsekuensi tidak terkonlya keputusaragentoleh
principal dalam hubungan legislatif-publik’. Mereka menyddaut abdikasi
(abdication) yakni adanya kondisi dimanagent tidak dipagari dengan aturan
bagaimana tindakan mereka berpengaruh terhadapntkegen principal.
Dalam hal ini pemilih(voters) dicirikan sebagai pihak yang tidak peduli atau
tidak berkeinginan untuk mempengaruhi perwakiegdlatif yang terpilih.

Kedudukan legislatif atau parlemen sebagagent dalam
hubungannya dengan publik menunjukkan bahwa &gishemiliki masalah
keagenan karena akan berusaha untuk memaksimatkaéasoya (self-interest)
dalam pembuatan keputusan yang terkait denghlikp®ersoalarabdication
menjadi semakin nyata ketika publik tidak memikiarana atau institusi formal
untuk mengawasi kinerja legislatif, sehinggalaku moral hazardlegislatif

dapat terjadi dengan mudabh.

2.1.7 Hubungan Sumber Pendapatan dengan Angaran Belanja
Sumber pendapatan merupakan pendapatan-pendapatan sph dan
menjadi hak pemda. Pendapatan pemda dapat dipetaleldaerah itu sendiri,

yaitu Pendapatan Asli Daerah. Dan juga dapat digplerari luar atau pemerintah
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pusat, yaitu berupa Dana Perimbangan. Dana Pergabadiantaranya adalah
Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil.

Sedangakan Anggaran belanja merupakan alokasi jhelmang akan
dilakukan oleh pemda untuk direalisasikan padartafang akan datang. Belanja
daerah menurut SAP terdiri dari Belanja Modal dataBja Operasional.

Menurut Abdullah & Halim (dalam Abdullah & Halim 28: 6)
‘menemukan bahwa sumber pendapatan daerah bermoapaéan asli daerah
(PAD) dan dana perimbangan berpengaruh terhadapnjbeldaerah secara
keseluruhan'.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan olehv@ato dan Yutikasari
(2007), dengan menggunakan data realisasi APBDntamggaran 2004-2005
pada kabupaten dan kotamadya se Jawa Bali. Daabedgang digunakan adalah
Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dalmkasi Umum, dan
Belanja Modal. Hasil penelitian Darwanto dan Yuss#i (2007) menyatakan
bahwa:

1. variabel Pendapatan Asli Daerah memiliki korelassifif dan signifikan
dengan Belanja Modal.

2. variabel Dana Alokasi Umum memiliki korelasi pdsitian signifikan
dengan variabel Belanja Modal.

Selain itu juga, hasil penelitian yang sama ditkajuoleh Harianto dan
Adi (2007), dengan menggunakan data realisais ARBDN anggaran 2001-2004

pada kabupaten dan kotamadya se Jawa Bali. Daabedgang digunakan adalah
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Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asleiah, dan Pendapatan
per Kapita Hasil penelitian Harianto dan Adi (20@Mnyatakan bahwa:
1. variabel Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daeramitiki hubungan
yang positif dan signifikan.
2. variabel Belanja Modal dan Dana Alokasi Umum mentilkbungan yang
positif dan signifikan.

Sedangkan pernyataan terbaru yang diungkapkan a&h Halim dan
Abdullah (2008) melalui hasil penelitian yang dil&lannya, menunjukkan bahwa
Anggaran Belanja Modal berasosiasi dengan DanamBarigan. = Dana
Perimbangan yang dimaksud dalam penelitian Halim @débdullah adalah
keseluruhan dana perimbangan yang terdiri dari DAlekasi Umu, Dana
Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil. Sedangkaratatiyang digunakan adalah
Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belagmekharaan, dan
Anggaran Belanja Modal serta menggunkan data esalsSPBD tahun anggaran
2003-2004 pada 32 sampel kabupaten dan kotamadydali Sumatra.

Oleh karena itu, dari teori dan hasil penelitiamg telah dilakukan dapat
diambil keismpulan bahwa sumber pendapatan seaweldtuhan baik berupa
Penapatan Asli Daerah maupun Dana Perimbangantgedig dari Dana Alokasi
Umum dan Dana Bagi Hasil memiliki hubungan dengaggaran Belanja Modal
yang dilakukn oleh kabupaten dan kotamadya. Damgieb besar dari hasil
penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwd#bungan yang terjadi
bersifat linier positif. Dimana semakin besar pgradan maka akan meningkatkan

Anggaran Belanja Modal yang dilakukan oleh setiapmga. Begitupun
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sebaliknya semaki kecil pendapatan maka akan mekamuAnggaran Belanja
Modal yang dilakukan oleh setiap pemda, dalam rangkningkaykan kualitas

pelayanan kepada publik.

2.2 Keragka Pemikiran

Otonomi daerah dan pengelolaan keuangan Pemddahédsia memasuki
era baru dengan adanya dukungan Pemerintah Pusatunpenetapan UU No.
33 tahun 2004 tentanigemerintah Daeraldan Permendagri No. 59 tahun 2007
(amandemen Permendagri No. 13 tahun 2006) tenPatpman Pengelolaan
Keuangan Pemerintah DaeraRemda diharapkan dapat meningkatkan efisiensi,
efektivitas, dan akuntabilitas sektor publik di emésia. Salah satunya dalam
menentukan kebijakan anggaran yang sesuai dengatukan publik.

Dalam hal kebijakan anggaran, peran Pemda sebgngéi @ksekutif dan
DPRD sebagai pihak legislatif, menjadi sangat pgntdalam pengambilan
keputusan. Kebijakan anggaran merupakan sebuatukprodkum perundang-
undangan hasil kerjasama antara kedua lembagabuerse Berdasarkan
perbedaan peran dan persamaan fungsi legis&tieisekutif, menunjukkan
bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi higam keagenan” (Halim,
2001; Halim & Abdullah, 2006). Pada pemerintahaerapuran perundangan
secara implisit merupakan bentuk kontrak antaralekd, legislatif, dan publik.

Sebelum menghasilkan sebuah kebijakan anggararseprpertama
diawali dengan penyusunan APBD dengan membuat &katgm antara legislatif

dan eksekutif tentang Kebijakan Umum APBD dan Reer& Plafon Angggaran
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yang berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan DAPBesarnya
kewenangan legislatif dalam proses penyusunan samggaembuka ruang bagi
legislatif untuk “memaksakan” kepentingan. Poseislatif sebagai pengawas
bagi pelaksanaan kebijakan Pemda, dapat digunak@ok umemprioritaskan
kepentingan publik dalam penganggaran. Oleh karenaidealnya legislatif
merekomendasikan kepada eksekutif untuk menaikkdasi pada sektor-sektor
yang mendukung kepentingan publik

Anggaran sektor publik pemerintah daerah dalam AP&dbenarnya

merupakaroutput pengalokasian sumber daya. Adapun pengalokasian

sumber daya merupakan permasalahan dasar dalanganggaran
sektor publik (Key 1940 dalam Fozzard, 2001).

Pemda dituntut kejelian dalam melakukan pengalekesimber daya yang
dimiliki, baik sumber daya pendapatan dari daetaksendiri, maupun sumber daya
pendapatan dari luar, berupa dana perimbangai dsai.

Sedangkan menurut Permendagri No 13 tahun 2006l Paspendapatan
Pemda terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

2. Dana perimbangan

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
“Pendapatan adalah semua penerimaan daerah dalgoklpeningkatan aktiva
atau penurunan utang dari berbagai sumber dalanodpertahun anggaran
bersangkutan” (Abdul Halim, 2002: 64). Dan pada pahasan ini hanya akan
memaparkan dua sumber pendapatan yaitu PAD yangipaleaan sumber
pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yamgpakan sumber

pendapatan dari luar daerah, dalam hubungannyaaebamber alokasi untuk
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melakukan pembelanjaan pada anggaran belanja m@dada perimbangan
sendiri terdiri atas tiga bagian dana. Tetapi yakgn dibahas hanya dua saja,
yaitu DAU dan DBH. Sedangkan Dana Alokai Khusus K)Aebagai jenis Dana
Perimbangan yang ketiga tidak akan dibahas dikkeendana ini memiliki sifat
sama dengan DAU, yaitu sebagai dana hibah murmhudabedanya DAK hanya
diberikan kepada Pemda yang melakukan pengajuan ldgada Pusat. Sehingga
tidak setiap Pemda untuk setiap tahun anggaranapatican DAK. Selain itu juga
jumlah DAK tidak dominan sebagai sumber pendapaatam APBD.

PAD merupakan semua penerimaan daerah yang betagaksumber
ekonomi asli daerah. Kelompok pendapatan asli Hadipgsahkan menjadi empat
jenis yaitu (Abdul Halim, 2002: 65):

1. Pajak daerah 3. Bagian laba usaha daerah
2. Retribusi daerah 4. Lain-lain PAD

Adapun Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumaerpéndapatan

APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan angisemtase tertentu

didasarkan atas daerah penghasil untuk mendanaiutein daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi (Nordiawan, 2)7:

Selain karena pertimbangan politis, alasan lain gemberian dana DBH
ini adalah untuk mengurangi ketimpangan vertikadrtfcal imbalancg antara
Pemerintah Pusat dan Daerah. Berdasarkan PP N85 2005 pasal 3, terdapat
dua sumber DBH yaitu pajak dan sumber daya alanber&enya DBH
merupakan hasil dari pajak dan sumber daya alamg gda di daerah, dan hasil
tersebut dibagi dua dengan Pemerintah Pusat mefsusentase tertentu.

Sehingga DBH bukan merupakan dana hibah muwrantg dari Pemerintah

Pusat, melainkan hasil potensi daerah yang dibsgdéngan Pemerintah Pusat.
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DBH dari sumber daya alam berdasarkan PP No 55:ta005 pasal 15,
berasal dari kehutanan, pertambangan umum, perikgp®@atambangan minyak
bumi, pertambangan gas bumi, serta pertambangaas mmi. Sedangkan DBH
Pajak sendiri terdiri atas Pajak Bumi dan Bangu{RBB), Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Pajak PsitghdPPh), baik dari
wajib pajak orang pribadi dalam negara (WPOPDN)pnawlari PPh pasal 21.

Sedangkan DAU merupakan dana hibah murgrarity yang
kewenangan penggunaan diserahkan penuh kepada Peemzrima. uu
No. 33 tahun 2004 memberikan pengertian bahwa:

Dana Alokasi Umum adalah dana yang umeber dari

pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujudaokupemerataan

kemampuan keuangan antar daerah, untuk mendanaiukeb daerah
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi

Adapun jumlah DAU yang diterima oleh kabupaten atamiamadya

dihitung berdasarkan formula berikut:

DAU setiap Pemda

= 90% x 26% x Pendapatan dalam Negeri x Bobat Daerah
(Mardiasmo, 2002:161)

Formula diatas sesuai dengan PP No. 55 tahun 28$# B7 yaitu:

(2) Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurangdgmga 26% (dua
puluh enam persen) dari Pendapatan Dalam Negeoi Net

(3) Proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kadihitung dari
perbandingan antara bobot urusan pemerintahan yaegjadi
kewenangan provinsi dan kabupaten/kota.

(4) Dalam hal penentuan proporsi sebagaimana dimaksada ayat (3)
belum dapat dihitung secara kuantitatif, proporailDantara provinsi
dan kabupaten/kota ditetapkan dengan imbangan 46ptilih persen)
dan 90% (sembilan puluh persen).

Dan PP No. 55 tahun 2005 Pasal 40 yaitu:
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(1) DAU untuk suatu daerah dialokasikan berdasari@mula yang
terdiri atas celah fiskal dan alokasi dasar.

(2) Celah fiskal sebagaimana dimaksud pada ayamétupakan selisih
antara kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal.

(3) Kebutuhan fiskal sebagaimana dimaksud pada(ayaliukur dengan
menggunakan variabel jumlah penduduk, luas wilayaigeks
Kemahalan Konstruksi, Produk Domestik Regional @noer kapita,
dan Indeks Pembangunan Manusia.

(4) Kapasitas fiskal sebagaimana dimaksud padat &9a diukur
berdasarkan Pendapatan Asli Daerah dan DBH.

(5) Alokasi dasar sebagaimana dimaksud pada agat dfhitung
berdasarkan jumlah gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah

Bobot Daerah = Fiscal Needs — Fiscal Capmcasity

Fiscal Capacity = PAD + PBB + BPHTE + PPh + 75%5DA
Mardiasmo (160:2002)

Dimana bobot daerah ditentukan berdasarkan hasduysangan dari kebutuhan
fiskal dengan kapasitas fiskal. Dan kapasitas ffisk@upakan penjumlahan dari
PAD dan DBH. Sehingga dalam menentukan jumlah DAd&hgy diterima
kabupaten dan kotamadya akan berhuburdgngan perolehan PAD dan DBH
masing-masing pemda.

Dan secara konseptual terdapat hubungan antarapsad baik PAD
maupun Dana Perimbangan (DBH dam DAU) dengan pemjagin secara
keseluruhan. Hal ini dapat dibuktikan dengan haesilelitian.

Berdasarkan penelitian empiris yang dilakukan dhgitz-Eakin et. al.

(dalam Darwanto, 2007: 12) menyatakan bahwa “terdd®terkaitan

sangat erat antara transfer dari pemerintah pusaigash belanja

pemerintah daerah. Secara spesifik mereka menegdsiava variabel-
variabel kebijakan pemerintah daerah dalam jangkadek disesuaikan

(adjusted dengan transfer yang diterima, sehingga memukghkin

terjadinya respon yangon- linierdanasymmetric”.

Belanja Pemda menurut Halim (2002: 69) “belanjaatiapkategorikan

menurut karakteristiknya menjadi dua yaitu belagpgdain modal dan belanja
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modal”. Berdasarkan Permendagri No. 59 tahun 20@ahja modal adalah
pengeluaran yang dilakukan dalam rangka menamtethtetap berwujud yang
mempunyai nilai manfaat lebih dari dua belas bulatuk digunakan dalam
kegiatan pemerintah”. Adapun jenis belanja modatumat SAP terbagi kedalam
enam pos, yaitu:

a. Belanja tanah d. Belanjajalan, irigasi, dan lainnya

b. Belanja mesin e. Belanja aset tetap lainnya

c. Belanja gedung dan bangunan f. Belanja aset lainnya

Sedangkan menurut Abdullah & Halim (2004) menemukzahwa
“sumber pendapatan daerah berupa pendapatan a&skhddPAD) dan dana
perimbangan berpengaruh terhadap belanja daerabadezseluruhan”. Sehingga
dari dua bukti empiris tersebut dapat diketahuiwaalerdapat hubungan antara
sumber pendapatan baik dari dalam daerah itu sebeliupa PAD, maupun
pendapatan dari transfer berupa dana perimbangag tgadiri dari DAU dan
DBH dengan belanja daerah secara keseluruhan, seknthdalammnya belanja
modal dan belanja selain modal.

Namun tidak selalu seluruh tambahan pendapatandiibrkasikan dalam
belanja untuk operasional, pemda akan melakuka&asilpada belanja modal dan
investasi yang benar-benar dapat dirasakan puleldara langsung. Menurut
Moisio (dalam Halim, 2008: 14) menyatakan bahwaatgy akan lebih hemat
dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan daasgffortnya sendiri

dibanding pendapatan yang diberikan pihak laingdegrantsatautransfey”. Ini
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berarti ada kemungkinan yang lebih besar untuk Remathm melakukan alokasi
yang lebih besar terhadap belanja modal setel@mjaebperasional terpenuhi.

Dari hasil penelitian Darwanto dkk (2007) dengamggeinakan variabel
DAU, PAD, dan pertumbuhan ekonomi, terhadap alokaggaran belanja modal
menunjukkan bahwa DAU dan PAD berpengaruh posgihadap alokasi
anggaran belanja modal. Penelitian Darwanto tetséitakukan pada kabupaten
dan kotamdaya se Jawa Bali dari tahun anggaran-2008. Selain itu juga,
Harianto dan Adi (2007) dengan mengunakan varidb&U, PAD, Belanja
Modal, dan Pendapatan per Kapita, menunjukkan babvwd berpengaruh
positif dan signifikan terhadap perubahan belangalah dan begitu pula dengan
PAD. Penelitian Harianto dan Adi tersebut dilakukpada kabupaten dan
kotamadya se Jawa Bali untuk tahun 2001-2004. Barkpiris tersebut diperkuat
dengan hasil penelitian Halim dan Abullah (2008)gBn menggunakan variabel
belanja modal, belanja pemeliharaan, dan sumbedapatan, menunjukkan
bahwa sumber pendapatan daerah berupa dana pegambberhubungan positif
terhadap belanja modal. Penelitian Halim dan Aladiutiersebut dilakukan pada
sampel 20 kabupaten dan 12 kotamadya di Pulau $amat

Dengan demikian, dari beberapa hasil penelitiargyalah dilakukan dan
teori yang mendukung maka dapat disimpulkan baHeokeasi anggaran belanja
modal yang dilakukan oleh Pemda (eksekutif) berssamaa dengan DPRD
(legislatiif) pada APBD memiliki hubungan denganntier pendapatan baik dari

dalam maupun dari luar yaitu berupa PAD, DAU, d&HD
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Gambar 2.6
Kerangka Pemikiran

Pemerintah Daere DPRC

APBD

Pendapate Belanic

Pendapatan Asli Daer:

Dana Alokasi Umur Anaaaran Belanja Mod

Dana Baaqi Has

2.3 Hipotesis
Menurut Sugiono (2007: 93) bahwa “hipotesis ad@aaban sementara
terhadap rumusan masalah penelitian biasanya desatak kalimat pernyataan”.
Berdasarkan teori dan permasalahan yang terjadikamdapat
dikemukakan suatu jawaban yang bersifat semenéaia, gebagai berikut:

Hy Terdapat hubungan antara Pendapatan Asli DaPeatg Alokasi Umum,
dan Dana Bagi Hasil secara parsial, dengan Angdg2etanja Modal pada
kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat.

H> Terdapat hubungan antara Pendapatan Asli Daeatg Alokasi Umum,
dan Dana Bagi Hasil secara simultan, dengan AnggBedanja Modal

pada kabupaten dan kotamadya di Jawa Barat.



